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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2012  NOMOR :   4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR  4  TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu 
sumber pendapatan daerah yang penting guna 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan 
daerah dan pelayanan kepada masyarakat;

b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah untuk  memberikan 
kepastian hukum bagi masyarakat dalam 
pemungutan retribusi jasa usaha, Peraturan 
Daerah yang mengatur Retribusi Jasa Usaha di 
Kabupaten Magelang perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi 
Jasa Usaha;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400);

7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4433) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
154, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5073);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
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Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang 
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
84, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5015);

12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5025); 

13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5038);

14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049);

15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 
tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah 
Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan 
Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat 
II Magelang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983  Nomor 36, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 
Nomor 3258)  sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 
2010  Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 5145);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 
tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3527); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 
tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 
64, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3530);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593);
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4609) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4855);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 
tentang Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4655);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010  
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan 
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5161);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis 
Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu 
Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

27. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 
tentang Pengesahan Pengundangan dan 
Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Magelang Tahun 1988 Seri D Nomor 12);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 
10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi 
Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang 
Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 
Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan 
Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 
7);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Magelang Tahun 2008 Nomor 7);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Terminal 
Penumpang di Kabupaten Magelang (Lembaran 
Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 
8);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 
21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan 
Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);

34. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 
9);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan 

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA 
USAHA.

BAB  I
KETENTUAN  UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Magelang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang 
Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun 
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 
perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 
dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, 
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi 
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak 
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah 
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian 

izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 
Badan.

8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan 
pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau 
kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi 
atau Badan.

9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah 
Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena 
pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

10. Kekayaan Daerah adalah semua barang milik Daerah baik yang 
bergerak maupun yang tidak bergerak berupa tanah, 
gedung/bangunan termasuk rumah dinas, alat/perlengkapan, 
dan barang daerah lainnya yang dapat dimanfaatkan dalam 
bentuk sewa, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan 
bangun serah guna.

11. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau 
diperoleh atas beban sebagian atau seluruhnya dari anggaran 
pendapatan dan belanja daerah atau perolehan lainnya yang 
sah.

12. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala 
bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan-
nya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada 
permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah 
permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, 
kecuali  jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

13. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang 
digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, 
menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta  
perpindahan moda angkutan.

14. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri 
atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.

15. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan 
oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang 
berjalan di atas rel.

16. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang 
digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

17. Kendaraan Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang 
dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak 
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termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun 
tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

18. Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih 
dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk 
pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan 
pengangkutan bagasi.

19. Bus Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih 
dari 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal 
tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang 
kendaraan lebih dari 9 meter.

20. Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 
s/d 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal 
tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang 
kendaraan lebih dari 6,5 sampai dengan 9 meter.

21. Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 s/d 
16 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak 
termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 
4 sampai dengan 6,5 meter.     

22. Angkutan Antarkota Antar Provinsi yang selanjutnya disingkat 
AKAP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui 
daerah kabupaten/kota yang melewati satu daerah provinsi 
yang terikat dalam trayek.       

23. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan 
atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta 
samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-
rumah.

24. Rumah dan Toko yang selanjutnya disingkat Ruko adalah 
tempat tinggal dan tempat usaha.

25. Kios adalah bangunan yang bersifat permanen dan tertutup 
sehingga dapat dipergunakan sebagai tempat penyimpan dan 
memasarkan barang dagangan dimana setiap petak kios 
dibatasi dengan tembok dan/atau dilengkapi dengan pintu.

26. Los adalah bangunan yang bersifat permanen dan terbuka 
tanpa sekat maupun tidak dilengkapi dengan pintu yang 
digunakan untuk memasarkan dagangan.          

27. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak 
untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

28. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk 
sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.            

29. Pesanggrahan adalah rumah peristirahatan atau penginapan.

30. Rumah potong hewan adalah suatu bangunan atau kompleks 
bangunan beserta peralatannya dengan desain yang memenuhi 
persyaratan sebagai tempat menyembelih hewan bagi konsumsi 
masyarakat.

31. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian 
dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik 
yang dipelihara maupun yang di habitatnya.

32. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya 
diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, 
jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.

33. Pemotongan hewan ternak adalah kegiatan untuk menghasilkan 
daging yang terdiri dari pemeriksaan kesehatan sebelum hewan 
disembelih (ante mortem) dan pemeriksaan daging dan bagian-
bagiannya setelah selesai penyelesaian penyembelihannya (post 
mortem).

34. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut 
peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk 
melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau 
pemotong Retribusi tertentu.

35. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang 
merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk 
memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah 
Daerah yang bersangkutan.

36. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan 
besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan 
Retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan 
penyetorannya.

37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat 
SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan 
besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

38. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat 
STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi 
dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
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